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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau, memiliki fungsi 

sebagaii pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, 

pusat pelayanan jasa dan pusat pelayanan lainnya. Hal tersebut didukung oleh 

tersedianya sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara. Terletak 

antara 101 14 - 101 34 Bujur Timur dan 00 25 - 00 45 Lintang Utara. Kota 

Pekanbaru berbatasan dengan daerah: 

1. Sebelah Utara  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

3. Sebelah Timur  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

4. Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, tanggal 7 

September 1987, Kota Pekanbaru memiliki luas dari 632,96     menjadi 446,50 

   . Naun dari hasil pengukuran atau pematokan di lapangan oleh Badan 

Pertanahan Nasional Tingkat 1 Riau, maka ditetapkan luas Kota Pekanbaru adalah 

632,96    . 

Posisi strategi Kota Pekanbaru yang terletak di jalur lintas timur Pulau 

Sumatera dan mudah dilalui oleh arus lintas dari ujung utara sampai ujung selatan 

Pulau Sumatera memberikan berbagai pengaruh serta peluang bagi perkembangan 

perekonomian. 
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4.2 Sejarah Singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Pekanbaru 

Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai 

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 

Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unit 

Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang diawali 

dengan terbentuknya suatu lembaga antara lain sebagai berikut: 

A. Unit Pelayanan Umum Terpadu 

Pada saat masih berbentuk Unit Pelayanan Umum Terpadu (UPUT) 

Kota Pekanbaru, pelayanan perizinnannya hanya meliputi : 

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

2. Izin Gangguan (HO) 

3. Izin Reklame 

4. Akte Kelahiran 

5. Izin Trayek 

6. Pensertifikatan Tanah &PBB 

7. Dispensasi Lalu Lintas 

8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

9. Kartu Izin Sementara (KIS) 

10. Kartu Izin Menetap (KIM) 

11. Surat Keterangan Fiskal 

12. Rekomendasi Racun Api 
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B. Kantor Pelayanan Terpadu 

Dibentuk sejak tanggal 1 April 2005 melalui Keputusan Walikota 

Pekanbaru nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru, dengan pelayanan perizinan 

maupun non perizinan yang terintegrasi sebanyak 33 jenis perizinan. Sistem 

pelayanan kerja juga hampir sama dengan UPUT. Adapun 33 jenis perizinan 

tersebut antara lain: 

1. Izin Gangguan (HO) 

2. Izin Usaha Angkutan Barang 

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

4. Izin Dispensasi Jalan  

5. Surat Keterangan Fiskal 

6. Izin Trayek 

7. Izin Reklame 

8. Izin Pembuangan Limbah Cair 

9. Izin Usaha Jasa Konstruksi 

10. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 

11. Surat Izin Kerja Perawat (SIK-P) 

12. Surat Izin Praktek Bidan (SIP-B) 

13. Surat Izin Praktek Dokter Umum 

14. Izin Usaha Pariwisata 

15. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis 
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14. Izin Usaha Pariwisata 

15. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis 

16. Izin Usaha Rumah Makan dan Restaurant 

17. Surat izin Usaha Dokter Gigi 

18. Surat Izin Operasional Pemberantasan Hama/Mobil Tinja 

19. Surat Izin Usaha Perdagangan 

20. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

21. Akte Kelahiran 

22. Tanda Daftar Gudang  

23. Kartu Keluarga Pendatang (KKP) 

24. Tanda Daftar Industri (TDI) 

25. Kartu Identitas Pendatang (KIP) 

26. Izin Usaha Industri (IUI) 

27. Kartu Pencari Kerja 

28. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

29. Izin Mendirikan Penyelenggaraan Laker 

30. Surat Pemutihan 

31. Surat Keterangn Racun Api 

32. Advis Planning/Site Plan 

33. Izin Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta 

  



50 
 

 
 

C. Badan Pelayanan Terpadu 

Terbentuknya Badan Pelayan Terpadu merupakan komitmen nyata 

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai wujud keinginan untuk lebih 

meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. BPT resmi mulai 

beroperasi pada tanggal 5 Januari 2009, dimana dasar pembentukan BPT 

adalah Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

SOTK Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru 

Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru pada awalnya 

beroperasi melayani sebanyak 40 jenis perizinan/non perizinan yang 

pelaksanaannya terintegrasi pada BPT Kota Pekanbaru sesuai dengan 

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pengintegrasian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Bidang 

Pelayanan Terpadu Kota pekanbaru, yaitu: 

1. Izin Gangguan (HO) 

2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

3. Surat izin fiskal 

4. Izin Reklame 

5. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet 

6. Izin  Usaha Angkutan Barang 

7. Izin Dispensasi Jalan 

8. Izin Trayek 

9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
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10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

11. Tanda Daftar Industri(TDI) 

12. Tanda Daftar Gudang (TDG) 

13. Izin Usaha Industri (IUI) 

14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

15. Izin Hunian Bangunan 

16. Izin Sewa/Penggunaan Bangunan 

17. Advis Planning/Site Plan 

18. Surat Izin Pekerja Perencanaan 

19. Izin Pemanfaatan Tutup Bangunan Saluran 

20. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 

21. Surat Izin Kerja Perawat (SIK-P) 

22. Izin Balai Pengobatan 

23. Izin Praktek Balai Pengobatan Tradisional 

24. Surat Izin Praktek Bidan (SIP-B) 

25. Surat Izin Praktek Dokter Umum 

26. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis 

27. Izin Optik 

28. Surat Izin Praktek Dokter Gigi 

29. Surat Izin Operasional Pemberantasan Hama/Mobil Tinja 

30. Akte Kelahiran 

31. Kartu Keluarga Pendatang (KKP) 
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32. Kartu Identitas Pendatang (KIP) 

33. Kartu Pencari Kerja 

34. Izin Pendirian Penyelenggaraan Latihan Kerja 

35. Izin Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) 

36. Izin Pembuangan Limbah Cair 

37. Surat Keterangan Racun Api 

38. Izin Usaha Rumah Makan 

39. Izin Usaha Pariwisata 

40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

Pada thaun 2010 beberapa jenis pelayanan dikembalikan lagi ke SKPD 

terkait yang membidanginya antara lain: 1). Akte Kelahiran; 2). Kartu 

Keluarga Pendatang (KKP); dan 3). Kartu Identitas Pendatang (KIP), dimana 

hal ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka memudahkan dan mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat deng Dasar Keputusan Mentri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyebutkan 

bahwa “pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu disatu 

atapkan”. Jenis pelayanan yang ada sebelumnya berjumlah 37 jenis ditambah 

dengan masuknya pelimpangan perizinan Air Bawah Tanah, sehingga total 

jenis pelayanan yang ada saat ini berjumlah 38 pelayanan. 

D. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal 
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Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan 

penggabungan dari 2 (dua) unit SKPD yaitu Badan Pelayanan Terpadu (BPT) 

Kota Pekanbaru dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Kota 

Pekanbaru. Penggabungan SKPD tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan 

pelayanan perizinan dan non perizinan serta urusan penanaman modal di 

daerah sehingga tercipta suatu sinergi yang lebih baik antara kedua urusan 

tersebut. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) resmi 

mulai beroperasi pada tanggal 3 Januari 2014,berdasarkan Perda Kota 

Pekanbaru No.10 Tahun 2013. 

E. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Berdasarkan PERDA Kota Pekanbaru no. 9 tahun 2016 tentang 

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan 

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Badan Pelayanan Terpadu dan 

Penanaman Modal diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Dengan pelayanan 

perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP kota pekanbaru sebagai berikut: 

1. Izin Gangguan ; 

2. Surat Keterangan Fiskal; 

3. Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

6. Tanda Daftar Gudang (TDG); 
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7. Izin Usaha Industri (IUI); 

8. Izin Perluasan (IUI Perluasan); 

9. Tanda Daftar Industri (TDI); 

10. Izin Peruntukan  Penggunaan Tanah; 

11. Izin Prinsip Penanaman Modal; 

12. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 

13. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 

14. Izin  Usaha Penanaman Modal; 

15. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 

16. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Marger);  

17. Izin  Usaha Perubahan Penanaman Modal; 

18. TDU Perjalanan Wisata; 

19. TDU Penyediaan Akomodasi; 

20. TDU Jasa Makanan Dan Minuman; 

21. TDU Kawasan Pariwisata; 

22. TDU Jasa Transportasi Wisata; 

23. TDU Daya Tarik Wisata; 

24. TDU Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi; 

25. TDU Jasa Pramuwisata; 

26. TDU Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan 

Pameran; 

27. TDU Konsultan Pariwisata; 
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28. TDU Informasi Pariwisata; 

29. TDU Wisata Tirta; 

30. TDU Spa; 

31. Izin Lokasi Pendirian Spbu; 

32. Surat Keterangan Racun Api; 

33. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C; 

34. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D; 

35. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D Pratama; 

36. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C; 

37. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D; 

38. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D Pratama; 

39. Izin Mendirikan Klinik; 

40. Izin Operasional Klinik; 

41. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama; 

42. Izin Operasional Usaha Pengendalian Vektor; 

43. Surat Izin Apotik (SIA); 

44. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga (PKRT); 

45. Perizinan Penyelenggaraan Klinik Pelayanan Hemodialisa; 

46. Perizinan Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisa; 

47. Izin Optikal; 

48. Izin Laboratorium Optik; 

49. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 
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50. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT); 

51. Surat Terdaftar  Pengobatan Tradisional (STPT); 

52. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT); 

53. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); 

54. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA); 

55. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK); 

56. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR); 

57. Izin Toko Obat; 

58. Izin Pedagang Eceran Obat; 

59. Izin Laboratoriom; 

60. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis); 

61. Surat Izin Kerja Analis Kesehatan; 

62. Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO); 

63. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO); 

64. Surat Tanda Daftar Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P); 

65. Izin Praktek Fisioterapis (SIPF); 

66. Surat Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF); 

67. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT); 

68. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT); 

69. Surat Izin Pratik Perawat Gigi (SIPPG); 

70. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG); 

71. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG); 
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72. Surat Izin Tukang Gigi; 

73. Surat Izin Unit Transpusi Darah; 

74. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW); 

75. Surat Izin Kerja Terapi Bicara (SIKTW); 

76. Surat Izin Toko Alat Kesehatan; 

77. Izin Usaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); 

78. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT); 

79. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga; 

80. Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK); 

81. Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF); 

82. Izin Tempat Pengolahan Makanan (TPM) Laik Sehat; 

83. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ); 

84. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ); 

85. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIKPA); 

86. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP); 

87. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP); 

88. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB); 

89. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB); 

90. Surat Izin Praktik Dokter; 

91. Surat Izin Praktik Dokter Gigi; 

92. Laik Hygiene Depot Air Minum (DAM); 

93. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis; 



58 
 

 
 

94. Surat Izin Praktik Dokter Intersip (SIP); 

95. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis; 

96. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP); 

97. Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP); 

98. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS); 

99. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebutan (STD-B); 

100. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 

101. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUPP); 

102. Izin Usaha Perkebunan Budidaya; 

103. Izin Mendirikan Bangunan Tower; 

104. Izin Mendirikan Bangunan; 

105. Izin Lokasi; 

106. Izin Usaha Angkutan Barang; 

107. Izin Dispensasi Jalan 

4.3 Struktur Organisasi 

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 dan 

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2014 disusun struktur organisasi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota, sebagaimana 

terlihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.3.1. 

 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Pekanbaru 

 

Dari Gambar3.1 dapat dijelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas dengan tingkat eselonII/b. Dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 

1 (satu) Bagian (eselonIII/a) dengan 3 (tiga) Sub bagian dibawahnya (eselonIV/a) 

dan 4 (Empat) Bidang (eselonIII/b) masing-masing membawahi 3 (tiga) Seksi 

(eselonIV/a) dibawah nya. Disamping jabatan struktural yang ada, struktur 
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organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) juga terdapat Jabatan Fungsional dan Unit Pelayanan Terpadu 

Badan (UPTB), namun kedua formasi tersebut belum tesedia. 

Dalam hal teknis urusan pelayananmasyarakat, Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dibantu oleh 2 (dua) 

orang Kepala Bidang dengan tingkatan eselon III/b. Untuk mendukung 

kelancaran tugas dan pelaksanaan tanggungjawab masing-masing Kepala Bidang 

dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk melalui SK Walikota Pekanbaru yang 

terdiri dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

unsur Dinas Teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Tugas tim Teknis adalah melasanakan Penelitian dan Pemeriksaan 

kelengkapan administrasi, pemeriksaan lapangan dan menandatangani Berita 

Acara Pemeriksaan lapangan dan memberikan saran dan pertimbangan 

rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan dengan berpedoman 

kepada ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

4.4 Alur Pelayanan 

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTS 

Kota Pekanbaru terdapat alur proses secara umum pelayanan, sehingga 

masyarakat pengguna layanan dapat mengetahui proses yang ada seperti dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.4.1.  

Bagan Alur Pelayanan di DPMPTSP Kota Pekanbaru 
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Gambar 4.4.2. 
Bagan Alur Pelayanan Online di DPMPTSP Kota Pekanbaru 
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4.5 Jumlah PNS/THL DPMPTSP Kota Pekanbaru berdasarkan DUK Tahun 

2017 

Dalam rangka peningkatan kwalitas dan kuantitas pelayanan masyarakat 

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) 

Kota Pekanbaru saat ini didukung oleh 66 orang tenaga PNS, 66 pegawai PNS 

berdasarkan Pendidikan, 66 pegawai PNS berdasarkan Golongan, 21 orang 

pegawai PNS berdasarkan Eselonering, dan 66 orang pegawai berdasarkan jenis 

kelamin 41 orang pegawai laki-laki dan 25 orang pegawai perempuan. 

Tabel 4.1. 
Jumlah Pegawai/PNS di DPMPTSP Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Ket 

1 Pasca Sarjana (S2) 10 Orang  

2 Sarjana (S1) 40 Orang  

3 Diploma 3 (D3) 3 Orang  

4 SLTA 13 Orang  

 Jumlah 66 Orang  

 

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Golongan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2. 

Jumlah Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Golongan 

 

No Golongan Jumlah Ket 

1 IV 7 Orang  

2 III 48 Orang  

3 II 9 Orang  

 Jumlah 64 Orang  
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Sedangkan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu berdasarkan Jabatan dan Eselonering adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

Jumlah Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Eselonering 

 

No Eselon Jumlah Ket 

1 IIa 1 Orang  

2 IIIa 1 Orang  

3 IIIb 4 Orang  

4 Iva 15 Orang  

 Jumlah  21 Orang  

 

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu berdasarkan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 
Jumlah Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Ket 

1 Laki-laki 41 Orang  

2 Perempuan 25 Orang  

 Jumlah  66 Orang  

 

4.6 Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Seiring dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah dan 

guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya tentang 

pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal, pemerintah Kota 

Pekanbaru melalui Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) sampai saat ini telah melaksanakan atau menyiapkan sarana serta 

prasarana pendukung bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini 
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penting sekali bagi terciptanya suasana yang nyaman dan aman guna 

berlangsungnya kegiatan pelayanan tersebut. 

Adapun sarana yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru antara lain Ruangan kerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan suasana yang lebih 

representative terdiri dari ruang tunggu ber-AC, areal parkir, loket pelayanan 

terdiri dari front office dan back office, loket Informasi, loket pengaduan, fasilitas 

fotocopy, fasilitas AIM (Anjungan Informasi Mandiri) dengan tekhnologi Touch 

Screen, Televisi dan CCTV serta Neon Box berisi Standar Operasional Prosedur 

(SOP) setiap jenis pelayanan perizinan maupun non perizinan, akses perbankan 

(Bank RiauKepri) yang terdapat di dalam gedung Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), nursing room (ruang menyusui) dan 

ruang bermain anak serta disediakan juga Toilet. Untuk kenyamanan pengguna 

layanan DPMPTSP menyediakan konsumsi ringan yang dikemas dalam 

“PONDOK SENYUM”.  

Saat ini Pelayanan perizinan dan non perizinan dibagi menjadi Front 

office dan BackOffice dimana pemohon hanya berurusan dengan Front Office dan 

selanjutnya diselenggarakan oleh Back Office sehingga ini dapat memotong 

birokrasi yang panjang. Selain itu system pelayanan juga telah mengalami 

perubahan dimana dahulu pelayanan perjenis perizinan dan non perizinan terbagi 

pada loket-loket pelayanan, namun saat ini seluruh loket pelayanan dapat 

melakukan pelayanan seluruh jenis perizinan dan non perizinan yang ada di Dinas 
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan bagi 

pengguna layanan yang akan melakukan urusan terkait beberapa pelayanan dapat 

dilayani dengan sistem pelayanan “paralel” dengan syarat ketentuan berlaku 

sesuai peraturannya. Selain itu dengan penggunaan sistem antrian tentunya 

masyarakat akan lebih tertib dalam melakukan pengurusan perizinan dan non 

perizinan di DPMPTSP. 

4.7 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Pekanbaru 

1. Visi : 

Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota Tujuan Investasi Melalui 

Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Prima 

2. Misi: 

a. Melakukan Penataan Dan Penyempurnaan Sistem Prosedur Pelayanan 

b. Meningkatkan Sarana Prasarana Dan Kualitas Sdm Aparatur Pelayanan 

c. Mewujudkan Prinsip Good Governane Dalam Pelayanan Perizinan Non 

Perizinan 

d. Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif 

e. Meningkatkan Intensitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

3. Tugas Pokok : 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerinta Daerah Kota dalam Bidang 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu. 
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4. Fungsi: 

Untuk mewujudkan tugas pokok DPMPTSP Kota Pekanbaru dengan baik, 

mempunyai beberapa fungsi diantaranya: 

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan pelayanan perizinan dan non 

perizinan serta penanaman modal 

b. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman 

modal 

c. Pengkoordinasian, fasilitasi, kerjasama dan promosi penanaman modal 

5. Motto: 

Kepuasan Anda Adalah Tujuan Kami 

6. Janji Pelayanan: 

a. Menjalankan tugas sesuai denganSstandar Pelayanan (SP) dan Standar 

Operational Procedur (SOP) 

b. Memberikan Pelayanan dengan ramah, cermat dan profesional 

c. Mewujudkan proses pelayanan perizinan yang “SIMPATIK” 

S - Sederhana 

I - Integrasi 

M - Mudah 

P - Pantas 

A - Akuntable 

T - Transparan 

I - Inovasi 

K - Kepastian 

 

 

 


